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PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kin
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada

tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Bambang Prihanto, bertempat tinggal di Jalan Veteran 32, Barenglor,
Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Doni Indarto Yuwono, S.H.., dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : Doni Indarto Yuwono, S.H., Satria
Winisuddha, S.H., M.H., Vania Dewi Christanti, S.H., Ridho Noor
Kusuma, S.H., Yuda Bimaputra, S.H., M.H., Dakila E. Pattipeilohy,
S.H., Dian Supardiyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum
Legge, beralamat di JI. Yado 1 No. D10 C, Radio Dalam, Gandaria
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12140, berdasarkan
surat kuasa tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Januari
2025 dengan Nomor 20/2025, sebagai Penggugat

Lawan

Cyprianus Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt
002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat I

Yulius Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt
002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat Il

Yacobus Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt
002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat Il

Benidictus Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6,
Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat IV

Theresia Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt
002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat V
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Yohanes Renyaan, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt
002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat VI

Fransiscus Tuswandi, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6,
Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat VI

Sariningsih, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 001/rw
008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai Tergugat Vil

Daiva Ishaura Tuswandi, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No.
6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, sebagai Tergugat IX

Rhesa Mesiardhi Putra Tuswandi, bertempat tinggal di JI. Wijaya
Kusuma No. 6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah, sebagai Tergugat X

Ari Erna Tjandrawati, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6,
Klaten, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai Tergugat XI

Anjar Bayu Nugroho, bertempat tinggal di JI. Wijaya Kusuma No. 6,
Klaten, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai Tergugat XIi;

Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten, tempat kedudukan JI. Veteran No. 88, Barenglor,
Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai
Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor
1/Pdt.G/2025/PN Kin tertanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Klaten Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kin tertanggal 07 Januari 2025 tentang
Penetapan Hari Sidang;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para
Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Klaten pada tanggal 07 Januari 2025 di bawah register Nomor
1/Pdt.G/2025/PN Kin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat,
Tergugat | tidak hadir, Tergugat Il tidak hadir, Tergugat Ill tidak hadir, Tergugat
IV tidak hadir, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI tidak hadir, Tergugat VII tidak
hadir, Tergugat VIl tidak hadir, Tergugat IX tidak hadir, Tergugat X tidak hadir,
Tergugat Xl tidak hadir, Tergugat Xl tidak hadir dan Turut Tergugat hadir
menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang telah mengajukan
pencabutan gugatannya secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2025 dalam
perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kin;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan diajukan
ternyata Tergugat belum mengajukan jawabannya, sebagaimana diatur
ketentuan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa
persetujuan Para Tergugat sepanjang Para Tergugat belum mengajukan
jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai
akibat pencabutan gugatan oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum
untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar
penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Pasal
272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor
1/Pdt.G/2025/PN Kin oleh Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat
pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami
Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,
M.H.Li., dan Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim
Anggota dengan dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H., selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Tergugat Xl, Kuasa

Tergugat XIlI dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua

ttd. ttd.
Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li. Adi Prasetyo, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Shinta lIkasari, S.H.
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Rincian Biaya

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya Proses Rp  75.000,00
Panggilan Rp  40.000,00
PNBP Relas Rp  30.000,00

Redaksi putusan Rp  10.000,00
PNBP Pencabutan Rp  10.000,00
Materai putusan Rp _ 10.000,00
Jumlah Rp 205.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

o ok~ wn
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